
 93

DAFTAR  PUSTAKA 

A. Buku-buku  : 

Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, PT. 
Melton Putra ,Jakarta. 

 
Budiardjo, Miriam, dan Ambong, Ibrahim, 1995, Fungsi Legislatif Dalam 

Sistem Politik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
 
Joeniarto, R., 1992, Perkembangan Pemerintah Lokal, PT.Melton Putra, 

Jakarta. 
 
Kartohadikoesoemo,Soetardjo, 1984, Desa, Balai Pustaka, Jakarta ; 
 
Mahfud, Moh.MD, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, 

Yogyakarta. 
 
Mahfud, Moh.MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, PT, 

Rineka Cipta, Jakarta. 
 
Marbun, B.N.,1983, DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa 

Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Moeliono, Anton M. dkk., 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta. 
 
Rasyid, Ryaas M., 1999, Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 22 Tahun 

1999, (Makalah Tidak Diterbitkan, Jakarta. 
 
Saefulloh Fatah, Eep R., 1994, Masalah dan Prospek Demokrasi di 

Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Sarundajang, 2001, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka  Sinar 

Harapan, Jakarta ; 
 
Soehino, 1996, Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan, Liberty, 

Yogyakarta. 
 
Soekamto, Soerjono  dan Marmudji, Sri, 1986, Penelitian Hukum Normatif, 

PT. Karya Grafindo Persada. 
 
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan 

Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta.  
 

Peranan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi pemerintahan desa :: Studi
kasus
di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
DWIJONO, Edi, Prof. H. Soehino, SH
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 94

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-
Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta. 

 
Suhartono,  2000, Politik Lokal, Lapera, Yogyakarta; 
 
Supriyanto, Agus, 2000, Prinsip Pengaturan Desa Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, Materi Pembekalan Teknis 
Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Banyumas (Tidak 
Diterbitkan). 

 
B. Peraturan Perundang-undangan  : 

 
Undang-Undang Dasar 1945 
 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Di Daerah. 
 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Badan Perwakilan Desa. 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang 

Peraturan Desa. 
 
  

 

Peranan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan fungsi legislasi pemerintahan desa :: Studi
kasus
di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
DWIJONO, Edi, Prof. H. Soehino, SH
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/




